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Abstrak

Ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar dalam sistem
kesehatan nasional Indonesia. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program
seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan, disparitas antara wilayah
perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat mampu dan tidak mampu, masih tampak
jelas. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi yang digunakan oleh organisasi
kesehatan masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam mengatasi
ketimpangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi
literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas strategi
sangat dipengaruhi oleh faktor kolaborasi lintas sektor, perencanaan berbasis data, dan
partisipasi masyarakat lokal. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya,
kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil, serta ketidakseimbangan infrastruktur
kesehatan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi kebijakan
yang memperkuat peran organisasi kesehatan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan
layanan kesehatan di Indonesia.

Kata kunci: Ketimpangan; Strategi; Layanan; Kesehatan

Abstract
The inequality of access to healthcare services remains a major challenge within

Indonesia’s national health system. Despite the government’s implementation of various
programs such as the National Health Insurance (JKN) and BPJS Health, disparities
between urban and rural areas, as well as between affluent and underprivileged populations,
are still clearly evident. This article aims to evaluate the strategies employed by public
health organizations, both governmental and non-governmental, in addressing these
inequalities. This study uses a qualitative approach through literature review and policy
analysis. The findings indicate that the effectiveness of these strategies is strongly
influenced by cross-sector collaboration, data-driven planning, and active participation of
local communities. However, challenges such as limited resources, a shortage of healthcare
workers in remote areas, and imbalanced health infrastructure remain significant obstacles.
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Therefore, innovative policies are needed to strengthen the role of public health
organizations in realizing equitable healthcare access in Indonesia.
Keywords: Inequality; Strategy; Services; Health

Pendahuluan

Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu isu
paling mendasar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Negara ini memiliki
populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau, dengan kondisi
geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam. Keberagaman ini menjadi
tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang adil dan
merata. Meskipun berbagai indikator kesehatan nasional menunjukkan kemajuan
signifikan seperti peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian
bayi, serta peningkatan cakupan imunisasi namun kesenjangan antarwilayah dan
antarkelompok sosial masih sangat terasa. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang
memadai, tenaga medis profesional, dan obat-obatan esensial masih menjadi
persoalan utama di berbagai daerah (Gamal Thabroni, 2022).

Masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta,
Surabaya, atau Bandung umumnya memiliki kemudahan dalam mengakses layanan
kesehatan modern, mulai dari rumah sakit rujukan hingga fasilitas kesehatan tingkat
pertama yang lengkap. Namun, situasi ini sangat kontras dengan masyarakat di
wilayah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah
Maluku. Di daerah-daerah tersebut, jarak menuju fasilitas kesehatan bisa mencapai
puluhan kilometer, ditambah dengan kondisi jalan yang rusak atau sulit dijangkau.
Keterbatasan tenaga medis dan minimnya infrastruktur kesehatan memperburuk
situasi, sehingga masyarakat sering kali menunda pengobatan hingga kondisi
penyakit menjadi parah. Ketimpangan seperti ini bukan hanya menunjukkan
perbedaan akses fisik, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan
kebijakan antarwilayah di Indonesia (Nurhaidah et al., 2022).

Pernyataan masalah utama dalam penelitian ini adalah masih adanya
ketimpangan yang signifikan dalam ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas
layanan kesehatan di Indonesia. Ketimpangan ini bersumber dari beberapa aspek
fundamental. Pertama, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, di mana sebagian
besar dokter, perawat, dan tenaga medis terpusat di kota besar. Sementara itu,
daerah-daerah pedesaan dan wilayah 3T masih mengalami kekurangan tenaga
medis secara akut. Kedua, ketimpangan infrastruktur kesehatan yang meliputi
fasilitas medis, sarana transportasi, dan jaringan komunikasi yang belum memadai
untuk mendukung sistem pelayanan kesehatan modern. Ketiga, faktor sosial-
ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat turut memperparah ketimpangan
karena memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami pentingnya
kesehatan dan mengakses layanan medis yang tersedia (Kementerian Kesehatan R,
2022).

Selain faktor-faktor tersebut, kondisi budaya dan kepercayaan lokal juga
memainkan peran penting. Di beberapa daerah, masyarakat masih lebih percaya
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pada pengobatan tradisional daripada layanan medis formal. Pola pikir semacam ini
sering kali muncul akibat kurangnya edukasi kesehatan dan pengalaman negatif
terhadap pelayanan kesehatan yang dianggap tidak ramah atau kurang berkualitas.
Faktor gender pun tidak bisa diabaikan, karena di beberapa komunitas tertentu,
perempuan memiliki akses yang lebih rendah terhadap layanan kesehatan, terutama
dalam hal kesehatan reproduksi dan perawatan ibu serta anak (Tsakila & Lestari,
2022).

Dari sisi akademik, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti
aspek kebijakan makro seperti efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), implementasi BPJS Kesehatan, atau perencanaan pembangunan kesehatan
daerah. Namun, masih sedikit penelitian yang menelaah secara mendalam peran
organisasi kesehatan masyarakat dalam praktik di lapangan. Padahal, organisasi
kesehatan masyarakat baik yang berasal dari lembaga pemerintah, sektor swasta,
maupun masyarakat sipil memiliki kontribusi penting dalam memperluas akses dan
meningkatkan mutu layanan kesehatan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau
oleh kebijakan pemerintah pusat (Saptono, 2022).

Organisasi-organisasi ini sering kali menjadi penghubung langsung antara
masyarakat dan sistem kesehatan formal. Mereka menjalankan berbagai program
seperti edukasi kesehatan, penyuluhan gizi, kampanye vaksinasi, hingga kegiatan
pencegahan penyakit menular. Peran organisasi non-pemerintah juga sangat
penting dalam membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat
setempat dan menyediakan solusi inovatif berbasis komunitas. Namun demikian,
sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat belum berjalan optimal. Masih
terdapat tumpang tindih program, keterbatasan pendanaan, dan kurangnya evaluasi
berkelanjutan terhadap efektivitas program yang dijalankan (Sitrapus & Kabupaten,
2008).

Kesenjangan ini menciptakan sebuah ruang penelitian yang penting untuk
dijelajahi. Dibutuhkan kajian yang tidak hanya menilai hasil kebijakan pemerintah,
tetapi juga mengevaluasi strategi konkret organisasi kesehatan masyarakat dalam
menangani persoalan ketimpangan. Penelitian seperti ini dapat mengisi celah yang
belum banyak disentuh oleh kajian akademik sebelumnya, terutama dalam konteks
bagaimana strategi di tingkat komunitas mampu memperkuat sistem kesehatan
nasional dari bawah (Indriani et al., 2018).

Kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif
yang digunakan untuk menilai strategi organisasi kesehatan masyarakat
berdasarkan tiga aspek utama: efektivitas, keberlanjutan, dan dampak terhadap
penurunan ketimpangan kesehatan. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian
sebelumnya yang cenderung menyoroti kebijakan dari sudut pandang administratif
atau fiskal. Penelitian ini mencoba menilai sejauh mana strategi organisasi
kesehatan masyarakat benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di
lapangan, serta bagaimana mereka mampu beradaptasi terhadap kondisi sosial,
geografis, dan budaya yang beragam (Vellyana, 2019).

Pendekatan evaluatif juga memungkinkan untuk melihat keberhasilan
program kesehatan dari perspektif partisipasi masyarakat. Dalam konteks
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Indonesia, partisipasi masyarakat menjadi faktor krusial karena program yang
dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat setempat cenderung tidak bertahan
lama. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menilai strategi yang tidak hanya
berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang
yang mencakup penguatan kapasitas local (Sari, 2023).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi strategi
organisasi kesehatan masyarakat dalam menangani ketimpangan akses layanan
kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang
mendukung maupun yang menghambat keberhasilan strategi tersebut, serta
memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif untuk memperkuat
sistem kesehatan nasional. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberikan
gambaran komprehensif tentang bagaimana kolaborasi antara berbagai pemangku
kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, organisasi masyarakat
sipil, dan komunitas local dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Triana et al., 2016).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis.
Secara akademik, hasil penelitian dapat memperkaya literatur tentang manajemen
kesehatan masyarakat dan pemerataan layanan kesehatan, terutama dalam konteks
negara berkembang dengan karakteristik kepulauan seperti Indonesia. Secara
praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan,
pengelola program kesehatan, dan organisasi masyarakat untuk merancang strategi
yang lebih adaptif terhadap kondisi local (Sutoto & Utarini, 2019).

Penelitian ini menempatkan organisasi kesehatan masyarakat sebagai aktor
strategis dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan. Fokus penelitian
bukan hanya untuk menggambarkan ketimpangan yang ada, melainkan untuk
mencari solusi nyata berbasis komunitas yang dapat memperkuat sistem kesehatan
nasional. Pendekatan yang digunakan juga menekankan pentingnya integrasi antara
kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan inovasi organisasi dalam
menciptakan sistem kesehatan yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah
Indonesia.

Melalui kajian yang menyeluruh, diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan pandangan baru mengenai bagaimana organisasi kesehatan
masyarakat mampu menjadi penggerak utama dalam mengatasi ketimpangan akses
layanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam
merumuskan kebijakan strategis di masa depan yang lebih berpihak kepada
masyarakat marjinal dan daerah terpencil, sehingga cita-cita Indonesia sehat dan
setara dapat terwujud secara nyata.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode
studi literatur dan analisis kebijakan. Data dikumpulkan melalui penelusuran
berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi kesehatan,
publikasi Kementerian Kesehatan, data Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen
dari lembaga internasional seperti WHO dan UNDP.
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Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengelompokkan data
berdasarkan tema utama: (1) strategi organisasi kesehatan masyarakat, (2)
tantangan implementasi, dan (3) dampak terhadap akses layanan kesehatan.
Evaluasi strategi difokuskan pada tiga dimensi utama: efektivitas program,
partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kebijakan. Validitas data diperkuat
dengan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai referensi dari
periode waktu dan konteks yang berbeda untuk memperoleh hasil yang objektif.

Hasil dan Pembahasan
Organisasi Kesehatan Masyarakat dan Akses Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai organisasi kesehatan
masyarakat di Indonesia, baik milik pemerintah maupun non-pemerintah, telah
mengembangkan beragam strategi untuk mengatasi ketimpangan akses layanan
kesehatan. Strategi tersebut tidak hanya difokuskan pada penyediaan fasilitas
medis, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan sosial, kemitraan lintas sektor,
dan pemanfaatan teknologi modern. Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis
kebijakan, strategi-strategi ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga pendekatan
utama, yaitu pemberdayaan masyarakat, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan
pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan Kesehatan (Paramarta et al., 2023).

Ketiga pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam
pembangunan kesehatan di Indonesia dari pendekatan yang bersifat sentralistik dan
birokratis menuju model yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas. Hal ini
menandakan kesadaran bahwa ketimpangan layanan kesehatan tidak bisa diatasi
hanya dengan pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga dengan membangun
kapasitas masyarakat dan kolaborasi antar lembaga.

Pemberdayaan Masyarakat sebagai Basis Ketahanan Kesehatan Lokal

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang telah
terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam
bidang kesehatan. Program-program seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu),
Desa Siaga, dan Puskesmas Keliling menjadi contoh nyata upaya desentralisasi
pelayanan kesehatan ke tingkat komunitas. Melalui kegiatan rutin seperti
pemeriksaan ibu hamil, penimbangan balita, imunisasi, dan penyuluhan gizi,
masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai
pelaku aktif dalam menjaga kesehatan lingkungan mereka.(Farhad & Irawan, 2023)

Peran kader kesehatan dan tokoh masyarakat lokal sangat penting dalam
strategi ini. Mereka menjadi jembatan komunikasi antara tenaga medis dengan
warga, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan formal.
Dengan adanya pelatihan dan pendampingan dari dinas kesehatan, kader dapat
memberikan edukasi dasar mengenai pola hidup bersih dan sehat, pencegahan
penyakit menular, serta pentingnya pemeriksaan dini.

Namun demikian, efektivitas strategi pemberdayaan ini masih menghadapi
berbagai hambatan. Banyak kader kesehatan di daerah terpencil belum
mendapatkan pelatihan berkelanjutan, sehingga pengetahuan mereka tidak selalu
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mengikuti perkembangan kebijakan atau teknologi medis terbaru. Selain itu,
keterbatasan logistik dan dukungan anggaran sering kali menghambat kegiatan
lapangan. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian
insentif yang layak bagi kader menjadi hal krusial untuk menjaga keberlanjutan
program.

Pemerataan Layanan Kesehatan

Pendekatan kedua yang menjadi fokus adalah kolaborasi lintas sektor.
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi non-
pemerintah (LSM), lembaga pendidikan, dan sektor swasta terbukti memperluas
jangkauan dan efektivitas layanan kesehatan. Kolaborasi semacam ini
memunculkan sinergi antara kebijakan, sumber daya, dan pengetahuan.(Viyandika
& Wiwitan, 2022)

Salah satu contoh konkret adalah kerja sama antara Kementerian Kesehatan
dengan LSM lokal dan internasional dalam program kesehatan ibu dan anak di
wilayah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Melalui pendekatan
berbasis komunitas, program tersebut berhasil menurunkan angka kematian ibu
melahirkan dan bayi. Di sisi lain, sektor swasta turut berperan melalui program
Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membangun fasilitas air bersih,
sanitasi, dan klinik desa yang membantu meningkatkan kesehatan lingkungan.

Meski demikian, tantangan utama dalam kolaborasi lintas sektor adalah
koordinasi dan integrasi program. Sering kali terjadi tumpang tindih antara program
pemerintah dan inisiatif lembaga lain, menyebabkan inefisiensi penggunaan sumber
daya. Selain itu, kurangnya sistem pemantauan bersama membuat hasil kolaborasi
sulit diukur secara komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola yang lebih
terintegrasi, berbasis data, dan memiliki mekanisme evaluasi bersama agar
kolaborasi lintas sektor dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Kesehatan

Kemajuan teknologi informasi membuka peluang besar bagi transformasi
layanan kesehatan di Indonesia. Strategi pemanfaatan teknologi digital menjadi
terobosan penting dalam mengatasi keterbatasan geografis dan kekurangan tenaga
medis di daerah terpencil. Program telemedicine, mobile health apps, serta sistem
informasi kesehatan berbasis data menjadi inovasi yang relevan dengan kebutuhan
masyarakat modern (dr. Untung Suseno Sutarjo et al., 2018).

Aplikasi seperti “Sehat Indonesiaku”, P-Care BPJS, dan platform konsultasi
daring yang dikembangkan oleh rumah sakit pemerintah maupun swasta
memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan medis tanpa harus
menempuh perjalanan jauh. Selain itu, sistem pencatatan digital membantu
pemerintah dalam memantau data kesehatan secara real time, mempermudah
deteksi dini wabah, dan mempercepat proses pengambilan keputusan kebijakan.

Namun, pemanfaatan teknologi ini tidak lepas dari tantangan. Kesenjangan
literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan dan keterbatasan jaringan internet
masih menjadi kendala serius. Selain itu, aspek keamanan data pasien dan regulasi
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penggunaan teknologi kesehatan juga perlu diperkuat untuk memastikan
perlindungan privasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi digitalisasi kesehatan
harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kebijakan
perlindungan data yang komprehensif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Strategi

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa faktor pendukung utama
keberhasilan strategi organisasi kesehatan masyarakat di Indonesia. Pertama,
adanya komitmen politik pemerintanh daerah dalam memperkuat pelayanan
kesehatan menjadi fondasi utama. Kebijakan desentralisasi kesehatan memberi
ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam merancang program sesuai konteks lokal.
Kedua, partisipasi masyarakat menjadi pendorong keberhasilan yang signifikan,
karena program yang dijalankan bersama warga cenderung lebih diterima dan
berkelanjutan. Ketiga, dukungan dana dan kemitraan internasional turut membantu
penguatan kapasitas teknis dan sumber daya bagi daerah-daerah tertinggal (Audina
etal., 2023).

Sebaliknya, beberapa hambatan utama juga teridentifikasi. Keterbatasan
tenaga kesehatan di daerah 3T menyebabkan pelayanan sering tidak optimal.
Infrastruktur medis seperti rumah sakit, ambulans, dan alat kesehatan masih belum
merata. Selain itu, kebijakan nasional terkadang belum sepenuhnya berpihak pada
daerah dengan kebutuhan tinggi, sehingga distribusi anggaran kesehatan tidak
seimbang. Faktor budaya dan kepercayaan lokal juga kadang menjadi penghalang
masyarakat untuk mengakses layanan medis formal, terutama dalam konteks
kesehatan reproduksi dan penyakit menular (Mais, 2022).

Untuk memahami akar permasalahan ketimpangan kesehatan di Indonesia,
digunakan pendekatan Social Determinants of Health (SDH). Teori ini menekankan
bahwa faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan memiliki pengaruh besar
terhadap status kesehatan individu dan masyarakat. Dengan kata lain, masalah
kesehatan tidak bisa dilihat semata-mata dari aspek medis, tetapi juga dari kondisi
sosial yang melingkupinya.

Dalam konteks Indonesia, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan
keterbatasan akses terhadap air bersih menjadi determinan utama yang
memperparah ketimpangan kesehatan. Oleh sebab itu, organisasi kesehatan
masyarakat perlu menerapkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan sektor
pendidikan, sosial, dan ekonomi dalam setiap program kesehatan. Dengan
memperhatikan faktor-faktor ini, strategi intervensi dapat lebih tepat sasaran dan
berkelanjutan (Nugraheni & Kirana, 2021).

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi yang paling berkelanjutan
adalah yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan
kesehatan. Pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap
perencanaan hingga evaluasi, terbukti menghasilkan dampak jangka panjang yang
lebih kuat dibandingkan program top-down. Dengan menjadikan masyarakat
sebagai mitra aktif, rasa kepemilikan terhadap program meningkat, sehingga
keberlanjutan kegiatan kesehatan dapat terjamin.
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Ke depan, organisasi kesehatan masyarakat di Indonesia perlu
mengintegrasikan ketiga pendekatan utama pemberdayaan, kolaborasi, dan
digitalisasi secara terpadu. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan lokal,
pengembangan sistem informasi berbasis data, serta dukungan kebijakan yang
inklusif akan menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan layanan kesehatan
antarwilayah.

Kesimpulan

Evaluasi terhadap strategi organisasi kesehatan masyarakat di Indonesia
menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, ketimpangan akses
layanan kesehatan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan pendekatan
komprehensif dan berkelanjutan. Strategi pemberdayaan masyarakat, kolaborasi
lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital terbukti mampu memperluas
jangkauan layanan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan
kebijakan dan kapasitas implementasi di tingkat lokal.

Untuk mencapai pemerataan layanan kesehatan, diperlukan langkah-
langkah penguatan seperti peningkatan kualitas tenaga kesehatan, perbaikan
infrastruktur, serta sistem insentif bagi daerah terpencil. Selain itu, peran organisasi
kesehatan masyarakat perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang adaptif,
partisipatif, dan berbasis data agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, strategi yang efektif bukan hanya yang mampu
menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga yang membangun kesadaran kolektif
akan pentingnya kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara. Hanya melalui
sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kesehatan, cita-cita
pemerataan layanan kesehatan di Indonesia dapat terwujud secara nyata.
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